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Abstrak
Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good
governance khususnya pada organisasi pemerintah, Untuk mewujudkan

Akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang
harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiridari Dimensi Akuntabilitas
yang dikemukakan oleh Ellwood yaitu Akuntabilitas Hukum dan proses,
Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan.

Tujuan dari penerapan terscbut agar pemerintah dapat meningkatkan
kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk
melaksanakannya. Pemerintah Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten
Sampang merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwuj
udnya good governance khususnya akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang
menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa,
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. pengumpulan data melalui dukumentasi, wawancara dan
observasi. Subyek pada penelitanini Yaitu kepala desa beserta perangkat desa
BPD, masyarakat, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas
yang dilakukan Pemerintah Desa Banyusokah sudah berjalan cukup maksimal
dan mewujudkan tatakelolah pemerintahan yang baik. Dimana pemerintah telah
menjalankan program Alokasi Dana desa sesuai dengan aturan serta melibatk

an masyarakat didalam pclaksanaannya.
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Pendahuluan

Berdasarkan undang — undang nomor 23 tahun 2014 yaitu Pemerintahan
Dacrah menyatakan bahwa : Otonomi Dacrah adalah hak, wewcnang dan
cewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesual dengan peraturan
perundang-undangan. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusa pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa s
endiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Repub
lik Indonesia.

Alokasi dana desa merupakan dari program bantuan desa sejak tahun
1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres
pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui
APBDesa. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta
kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki ditunt
ut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki pertanggungjawaban
yang tinggi.

Menurut Waluyo dalam Fanida tahun (2013) akuntabilitas meliputi
pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya
schingga memungkinkan bagi mercka untuk menilai pertanggungjawaban

pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan bukan hanya laporan keuang

ansaja namun harus memberikan informasi dalam
pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu
akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini vaitu pemerintah dalam

menciptakan penyelenggaraan pemeritahanpkearah yang lebih baik dengan
berlandaskan Good governance.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, bahwasanya
peneliti menemukan gejala-gejala di Desa banyusokah ini, yaitu didalam

pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurangnya sosialisasi tentang penyaluran




dana hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. rendahnya partisipasi
masyarakat didalam melaksanakan pembangunan desa dan penyelenggaraan
pemerintah desa. pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

kebijakannya masih kurang transparan.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana Akuntabilitas Alokasai Dana Desa tahun 2017
dalam mewujudkan Good Governance studi Desa Banyusokah

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.?

Kajian Pustaka
A. Good Governance
Menurut  (Thoha, 2005:62) Good Goernance mcrupakan suatu
proses dimana rakyat  bisa mengatur ekonominya,  institusi dan sumber-
sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan,
tetapi jua untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kemakmuran rakyat .
(UNDP, 1997) menyatakan Good Governance akan terwujud dalam
sistem pemerintahan yang efisien, dan masyarakat yang efektif, apabila mencakup
kaidah-kaidah sebagai berikut :
a. Partisipasi
b. Supremasi Hukum

Transparansi
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B. Akuntabilita:

Menurut Thomas S. Kaihatu. (2006) dalam Good Caorporate GGovernance
dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.S,
No.l, Maret 2006. Halaman 1-9, mendefinisikan akuntabilitas adalah sebagai
kejelalasan struktur dan fungsi supaya dapat di pertanggungjawaban dan
terlaksana secara efektif dan efisien didalam perusahaan ,Penerapan konsep ini
semata-mata untuk meningkatkan  Kinerja perusahaan melalui  supervisi atau
pemantauan kinerja manajemen  dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap
pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yvang
berlaku .

Sedangkan menurut UNDP. akuntabilitas adalah sebagai evaluasi proses
pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai
umpan balik kinerja yang akan dilakukan selanjutnya. Menurut Ellwood (dalam
Mardiasmo, 2002), akuntabilitas mempunyai empat sisi dimensi yaitu;

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabulitas Proses

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Kebijakan

Metode Penelitian

Penelitian ini dnengunakan metode deskriptif dengan mengunakan
pendekatan kualitatif , penelitiﬁ ini mendeskripsikan gambaran yang senyatanya
dari fenomena yang terjadi. Menurut (Sugiono, 2009:15), Mectode Penelitian
Kualitatif ~ adalah  metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat

postpositifsime.

Fokus Penelitian ini  hanya mengkaji dimensi akuntabilitas dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desadi  Desa Banyosokah  Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang, dilihat dari empat dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas
hukum dan proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun

informan yang digunakan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah , Kepala




Desa beserta paratur lainnya ,BPD dan Tokoh Masyarakat sebagai monitoring
Pemerintah Desa.

Lokasi Penelitian ini terletak di Provinsi Jawa Timur khususnya Desa
Banyusokah kecamatan Ketapang Kabupaten sampang. Sumber data yang
digunakan peneliti adalah data primer dan data skunder,

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari proses
dukumentasi, wawancara dan observasi.

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Banyusokah pada pengelolaan Alokasi
Dana Desa

Didalam melihat  akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Desa

banyusokah dalam pengelolaan ADD tahun anggaran 2017dapat terlihat dari

adanya dimensi-dimensi akuntabilitas yaitu sebagai berikut ;

) Akuntabilitas Hukum dan proses

Awal akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa  Banyusokah
adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah membentuk Tim
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan pendapat dari Bapak Kepala Desa
yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Program Alokasi Dana Desa sesuai
dengan hukum dan melalui mekanisme dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana
Desa,yaitu terbukti di dalam menggunakan sumber dana
publik Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan
persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa dan serta adanya penyusunan Rencana
Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari Rekapitulasi
Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Rencana Penggunaan Dana didalam

setiap kegiatan.

b) Akuntabilitas program

Pada akuntabilitas program ini yang dilakukan olch Pemerintah Desa
Banyusokah adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah adanya
pengoptimalan program sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana desa, ini
terbukti dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis yaitu

program-program yang sudah di optimalkan salah satunya belanja program




penyelenggaraan pemerintah desa, program di bidang pembangunan desa yang
meliputi kegitan fisik seperti pengaspalan jalan di perdusunan, pembangunan
tebing dan pembangunan sclokan dan untuk kegiatan non fisik meliputi
pembardayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat seperti Pengembangan
Sosial Budaya, dan pemerintah desa banyusokah didalam pelaksanaan program

tersebut tidak lepas dari keterlibatan tokoh masyarakat.

¢) Akuntabilitas kebijakan

Awal proses transparansi kebijakan pemerintah desa dimulai dari
Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak
berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian  dan evaluasi serta paska kegiatan.,  hal ini perlu dilakukan agar
masyarakat luas mengetahui sejauh  mana pelaksanaan perkembangan Alokasi
Dana Desayang sudah  dijalankan oleh Pemerintah Desa,  dan transparansi
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ini terbukti dari pernyataan
ketua Pelaksana Teknis yang berpendapat bahwasanya selama 6 bulan sekali
pemerintah desa mengadakan rapat yang membahas perkembangan program-

program yang sudah di optimalkan sesuai dengan rencanan penggunaan dana.
Kesimpulan

Akuntabilitas vang dijalankan Pemerintah Desa Banyusokah sudah
berjalan cukup maksimal dan mewujudkan Good Governance. Dimana pemerintah
desa telah menjalankan program Alokasi  Dana  desa  sesuai  dengan
aturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat didalam pelaksanaannya, dari
andanya penerapan dimensi akuntabilitas alokasi dana desa yang sudah
dilaksanakan pemerintah desa  sebagai dasar komitmen didalam penyelenggaraan
pengelolaa keuangan khususnya pengelolaan ADD dengan berdasrkan prinsip
partisipasi dan transparnsi dan accountability. Meskipun dengan demikian masih
perlu adanya pemahaman lebih mengegenai teknis-teknis didalam pengelolaan dan
pelaksanaan ADD, Kemudian Perlu pembinaan lebih tentang pengelola ADD
yang merupakan sarana efektif keberhasilan akuntabilitas ADD. Oleh karena itu




pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan
seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD. lembaga kemasyarakatan
desa, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan semangat dankeikut sertaan
masyarakat didalam pembangunan desa.Agar terus mempertahankan Akuntabilita
s vang sudah dijalankan dan dibangun bersama-sama oleh Pemerintah Desa
baik itu dalam program Alokasi Dana Desa ataupun program yang lainnya, supaya

menjadi Birokrasi Pemerintah yang dapat di percaya oleh masyarakat.
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